
1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1962 ten tang
Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3482);

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kapal dan
barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi
.dan pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sistem
layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan
Barang di Pelabuhan;

MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANMENTERIPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA
NOMORPM 157 TAHUN2015

TENTANG
PENERAPANINAPORTNETUNTUK PELAYANAN

KAPALDANBARANGDI PELABUHAN

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor93; Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor4661);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4755);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4843);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4849);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5038);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor5216);
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2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 68 Tahun

2013;

NegaraKementerian Perhubungan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor75);

15. Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM60 Tahun

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana te1ah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor64 Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5731);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor43, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5208);

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka
Indonesia National Single Window (INSVV),sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35

Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Perhubungan NomorKM.02 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 tentang
Pedoman Penanganan Baharr/Barang Berbahaya
Dalam KegiatanPelayaran di Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor8);
14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

,.
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rnengintegrasikan sistern inforrnasi kepelabuhanan
yang standar dalarn rnelayani kapal dan barang secara
fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan
terkait di pelabuhan.

untukinternet/ webberbasiselektronik

Pasall
Dalarn Peraturan ini yang dirnaksud dengan:
1. Inaportnet adalah sistern layanan tunggal secara

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENERAPANINAPORTNETUNTUK PELAYANANKAPALDAN
BARANGDI PELABUHAN.

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utarna;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utarna;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan,

sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan NornorPM 135Tahun 2015;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM93 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 60 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal,
sebagairnana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Perhubungan NornorPM93 Tahun 2015;

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nornor 82 Tahun
2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan
Berlayar;
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Jenderal

Perhubungan Laut.

2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah

Perusahaan Angkutan Laut berbadan hukum

Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di

dalam wilayah perairan Indonesia dan/ atau dari dan

ke pelabuhan di luar negeri.

3. Perusahaan Bongkar Muat (PBM)adalah Badan Usaha

yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari

dan ke kapal di pelabuhan.

4. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang

kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan

terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

5. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga
Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang
melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang
diusahakan secara komersial.

6. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteridan memilikikewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan
pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk menjamin
keselamatan dan keamanan pelayaran.

7. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah
lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan
hukum di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di
pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan kegiatan kepe1abuhananpada pelabuhan
yang diusahakan secara komersial.

8. Menteriadalah MenteriPerhubungan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur
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pelabuhan;
1. Perusahaan BongkarMuat di pelabuhan.

Nasional diLaut

Pasa12
(1) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan

Inaportnet secara online dan pelaksanaannya
dilakukan olehDirektorat Jenderal Perhubungan Laut.

(2) Inaportnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi
kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar,

perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.
(3) Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di

pe1abuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi,
kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi
Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait di
pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan
terkait di pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
a. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
b. KantorKesyahbandaran Utama;
c. KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
d. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuharr/Kantor

Pelabuhan;
e. Kantor Pabean;
f. KantorKesehatan Pelabuhan;
g. Balai Karantina Pertanian;
h. Kantor Karantina Ikan dan Pengawasan Mutu

Ikan;
1. Kantor Imigrasi;

J. Badan Usaha Pelabuhan;
k. Perusahaan Angkutan

BAB II

PENYELENGGARAANINAPORTNET
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Pasal5
(1) Penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara

bertahap.
(2) Tahap awal penerapan Inaportnet secara online

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
pada 6 (enam) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan,
Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak,

Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Emas dan
Pelabuhan Bitung.

(3) Penerapan Inaportnet di pelabuhan selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur

dengan Peraturan Menteri.

Pasa14
Pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terintegrasi dengan
sistem Indonesia National Single Window (INS"LV)dan sistem
yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,
Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi, Badan Karantina
Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan, Badan Usaha Pelabuhan dan
pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.

domainmenggunakan alamat

http://inaportnet.dephub.gojd.

Pasa13
Pelayanan kapal dan barang menggunakan Inaportnet

secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan
kapal dan barang melalui Inaportnet sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),akan diatur dengan Peraturan
Direktur Jenderal.
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Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP, 19620620 1989032001

sali:a:n ses.uai~engan aslinya
KEPA1~BinHtKUM ANKSLN,

SRI LESTARI

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2015 NOMOR 1549

DIREKTURJENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.
WIDODOEKATJAHJANA

Diundangkan di Jakarta
pada tangga121 Oktober 2015

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.
IGNASIUSJONAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

memerintahkan

ini denganMenteriPeraturan

orang mengetahuinya,Agar setiap
pengundangan

Pasa17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.

pelaksanaan Inaportnet.

terhadap
Pasa16

bertanggung jawabJenderalDirektur

BABIII
KETENTUANPENUTUP
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